
I 
I 

~r -•._ 

,, 
·-

c: .. Undang- ,Jnd ng Nomor 8 Tahun 1981 t.entang Hukum Acara 
Pidana (le mbaran Negar~ Republik Indonesia T~hun 1981 
Nomor 76. Tamb~ han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 320q) . 

6 . Unda ng-und ng Nomor 2 4 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ru ng (lemtiar .an Nega ra Republik Indones ia Tahun 1992 
Nomor 115 . Tambahan Le.mbaran Negara Reput>lik Indon~sia 
Nomor 3501) . 

7 . Unda ng-uncta ng Nomor 18 Tahun 1gq7 tentang Pajak Daarah 
dan Retrihusi D.:1erah (Lembaran Negara Re publ i k Indone­
sia Tah un 1qq7 Nomor 41 . Tambahan Le mbar a n Negara 
Republ ik I ndone s ia Nomor 3685) . 

8 . Undang- 1ndang Nomor 23 Tahun 1997 tenta ng Pengelolaaan 
Lingkungan Hidup (Leinbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1 q97 1--lomor 6 8. T,:1mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 36q9) . 

9 . Peratura n Pemer i ntah Nomor 27 Tahun 198 3 tentang Pe -
laksanaan Ki tab Undang - undang Hukum Acara Pidana 
(Lemb..."\ran Ne1gar ::\ Repub.lik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36 . Tambahan l e mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) . 

10 . Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 1993 tentang Ana -
lisis Mengena i Darnpak lingkungan (lernbar a n Negara 
Republ i k Indonesia T al'llln 1993 Nomor 84 . T ambah<:in 
Lembaran Neg.~r-':\ Republik Indonesia Nomor 3538) . 

11. 

12 . 

13 . 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 55 . Tambahan Lembaran Negar,:t Republi k 
Indonesia Nomor 3692) . 

Keputusan Presiden Nornor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan 
Indust.ri . sebagaimana diubah dengan Keput.usan Presiden 
Nomor 48 Tahun 1993 . 

Perat.uran Ment.eri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 1993 ten­
tang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang 
Gangguan bagi Perusahaan Indust.ri . 

14 . Keputus an Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Per 
92 Tahun 1979 

dagangan dan Koperasi Nornor ------------- tanggal 23 
409 /KPB /V /79 

Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 
ayat (3) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Men -

.58 T ahun 1 971 
teri Perda gangan Nomor t..::\nggal 19 Mei 

103 A/KP/V/71 
1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Mem­
t,erikan I zi n Tempat. Usaha dan Izin Usaha Pedagangan . 

15 . Keputusan Mente ri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Be ntuk Per.3turan Daerah dan Peratlll·an Daerah 
Perub.3han _ 

16 . Keputusan Me nt eri Dalam Ne ger i Hornor 171 Tahun 1997 
tentang Pr osedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daera h dan Ret r ibusi Daera h . 

17 Keputusan .. . .. 
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17 . Keputusan Mente ri Dalam 
tenta ng Ped T Neger1 Hornor 17 · · oman atacara Pernungut . 4 Tahun 1997 

-an Retribusi Daerah . 
18 . Keputusan Menteri Dalam Neger i 

tentang T,:Hac.:l ra Pemeriksda n N?mor 175 Tahun 19q7 
Daer ah . di Bid.:rng Retri b~1si 

19 · Keputusan Menteri Dalam Negeri 
tE\nt R · Nomor 11.9 Tal'lun 1998 
· . a ng uang L .ngkup dan Jenis- jenis Re tr ibusi Daerah 

T1ngkat I dan Daerah Tingkat II . 

20 . 

21. 

22 . 

Inst~uksi Menteri Dalam N~geri Nomor 32 Tahun 19
94 tentan~ Pelaksanaan Pember1an Izin Mendir ikan Bangunan 

dta~ lz1n 1ndang- undang Gangguan bagi Perusahaan Indu~-·n . . 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingl<at. II Kw:1us 
Nomo,- 10 Tahun 1 qs7 tent.ang Penyidik Pegaw-:\i Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Kud1..1s (Le.mbaran Daerah Kabup-:\ten Daerah Ting­
kat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) . 

Peraturan Daer.ah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
Nomor 6 Tahun 19q4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupat.en Daer .::lh Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah 
Kabllp::i.ten Daerah Tingkat II Kudus Tat",un 1995 Nomor 8) . 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kudus 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATLIRAH DAERAH KABIJPATEN DAERAH TINGKAT II KIJDUS TEN-
TANG RETRIBIJSI nm GANGGUAN . 

BAB I 

KETENTIJAN UMIJM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daera h l·n1· yang dimaksud dengan : 

a . Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 

Pemerintah Daera h adalah b . 
Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Kudus ; 

c . Kepala Daerah adalah 
Kudus ; 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Sekretaris Wilayah I 
Sekretar is Wilayah/Dae~a~ adalah 

d . Daerah Tingka t II Kudu~ ' 
d tan Daerah . Daerah adalah Dinas Pen apa . 

e . Dinas Pendapata~ ringkat II Kudus ; 
Kabupaten Dae ra - . 

Ketertiban Sekretar1at t ·t adalah Bagian 
f . Bagian Kete~ .1h ~~n~kat II Kudus 

wuayah/Daera 

B ian Hukum . HuKum adalah ag -
g . Bag1an K dUS . 

Daerah Tingkat II u . ' 

Sek retariat Wilayah / 

h . Pejabat • • · · · 
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h . PtejaMt ad~lah pegawai negeri sipil yang dib0 ri tuga~ 
.ertentu d b · · · · "' · -· · , 1 1. dang ret.r1bu$ 1. ciaerah se<::.uai peraturan 

perundang- unda ngan y,:\ng berl,:\ku ; 

i . Tempat Us aha adalah suatu tempat untuk melakukan 
u~aha y a ng •:f i j -?.lank.an 5ec:a ra t.er<:\ t.u r dalam suat.u 
b1dang te tentu dengan maksud mencari keuntungan ; 

j . Izin Gangguan adalah izin tempat. usaha yang diberikan 
kepada ora ng pr i badi at.au badan di lokasi tertentu 
yang dapat men · mbutkan ba ha ya . ~erugian dan gangguan . 
tida k term 5 Uk tempat usaha yang lokasinya telah di -
tunjuk oleh Pemerintah Pusat at.au Pernerintah Daerah ; 

k . Perizinan terte ntu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daer -':\h d Al ~rri ra ngka pemberian i zin kepada orang 
p1· ibadi a t au badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. 
Pe n g-:<. tur,:\n. pengendal ian dan pengawas an penggunaan 
sumoor d.:\ya a lam . barang , prasarana. sarana a tau 
fasili tas t.erte ntu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan; 

1 . Retribusi Daera h yang selanjutnya di s ebut retribusi 
adalali P\.tngutan daer-:\h sebagai pembay.:\ran atas jasa 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerin 
t.ah ()a E>-rah untuk kepentingan orang pribadi at.au badan ; 

m. Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi 
adalah or0\ng pribadi atau badan yang menurut peraturan 
per•Jndang- undangan retribusi Daerah diwajibl,an untuk 
rnelakukan pembayaran retribusi ; 

n . Badan ada l a h suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komandi ter . perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan , perku~pul~ 
an. fi rma , kongsi . koperasi . yayasan at.au organ1sas1 
sejenis, lembaga dana pensiun . bentuk usaha tetap 
'=-6 1' t.a bent.vi<. b::a,dan usaha lainnya ; 

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah y~ng se -
o . lanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang d1.gunakan 

oleh wajib re.t.ribusi unt.L!~ melap~rkan data ~byek 
ret.ribusi d an w.3 jib retrib~s1. <::,ebag,?.1 dasar penghitung 
an dan pembayaran retribus1. terutang menurut peraturan 
perun,jang-undang::m yang berl~ku ; 

Surat Ketetap.an Retribu~.i D,::\eral1 yang selanjutnya di ­
p . . kt s ~Rn ~dalah surat kepu t usan yang menentukan s.ing a , .. L -· • • • 

J·umlah retribusi yang terutang . besarnya 

8(18 IJ 

p E R I Z I N A N 

Pasal 'k_ 
a t a u b~dan ya ng mengadakan usaha 

Setiap orang p r ibadi bahaya , ke rugian dan gangguan 
yang dapa t men i mbul k a n . . l ingk ungan ha n1s mendapat 
rna~.yarakat ~.e rta ke lesta , ian 
i . z:i n dari Kepa la O.aerah . 

BAB III · · • · -
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BAE< III -)T 

TATl'\CARA PEP.M0H0NAN OAN PEMBERIAN !ZIN 

( l ) 
~=~m

0

1
110

~an l <...1 n rJ i.1 juk: n -=:.ec.:\ ra t o rtuJ.is ke pada 
.,_.a _a .- •:\t:.' r a h me_l ..-'\ lui Kepa.t a £:lagian Ket.e rt iban dengan 

meng1 s1 form ul1r yang di sediak~ n d n bermaterai 
CUl<.Up . 

(2 ) PermohonLn s o 1ga imana ~imak~ud ay~t (l ) Pasal i ni , 
dil.:\mpir j ::1, ar. la i n : 

a . fotoco r y KTP ; 

h. . fotocor:iy A t.e Pendi rrn n Peru~.a h.:1.::,n bag i Peru-=:.a -
haan Y-:\ ng oo rbent.uk B~d<ln : 

c . fotocopy Kewarganegaraan Republ ik Indone Jia ; 

d . ke terangan yang jelas mengenai leta k t empat usaha 
yang dim0honkan j_ zin de.ngan di L\ mpi r i gambar 
si ttr,3 4:, j dan gaml::lar rjenah .lokasi di'3e rt..:'li ukuranny.::1 
C' f:lr t.a dilampiri fotocopy :,erti fi k-:i t tanah at.,rn 
bukti perolehan hal<. 

e . daftar me~.i n-mesin dan at.au pera.l ;i. tan kerja yang 
akan dipergunakan dan data personi.l/pegawai yang 
dipekerjakan ; 

f . fotocopy Iz i n Mendirikan 8angunan at.au bukti telah 
mengaj U!<rtn permohonan I z:in Bangunan bagi tempa t 
usaha dan atau kegiatan yang telah ada bangunan -
nya ; 

g . t,ukti pelimpahan / persetujuan per,ggunaan tempat. 
usaha da n a tau kegiatan yang s ah bagi Waj i b 
Ret.rit>us i Pelimp.ahan Hak ; 

h . s urat / rekomendasi dari Instansi yang berwenang 
bagi p eru s ahaan yang berkeharu s an memiliki 
rekomendasi ; 

i . pernyataan/::iersetujuan dari tetangga te rdekat dan 
at.au pemil i k tanah yang berbatasan dengan tempat 
usaha cJari at.au ke.1giatan yang di ::- -~ksi kan Ke pal a 
De.sa/Ke.lurall-?\n dan dike t-?\hui oleh c .'.\mat setempat 

j . surat keterangan fi s ka l da ri Di na5 / I nstans i ber -
wenang . 

Apabi la syarat ~~ rmohonan izin s e~agai m~na dimak~ud 
Pasa l 3 Per:~ t.1.1r an Daer,.,h i ni. t eJ ah d1 penuh1 , k~mud1an 
diadakan peme riksaan oJ.eh Tim Perizi nan _ yang d1be~~-uk 
dengan Surat Keput usan Ke pal a Daera h dan d1buatkan Betita 
Acara Pemer iksaan . 

Pasal 5 •.••• 

\. 
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Pasal s 

(1) Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Kepala Daerah 
d.:1pat memberikan i zin at.au menolak permohonan i zin 
setelah menda pat pertimbangan dari Kepala Bagian 
Ketertiban , oordasarkan Beri ta Acara Pemeriksaan Tim 
Perizinan sebagaimana dimaksud Pasa l 4 Peraturan 
Daerah i ni. 

( 2 ) Pemberi-~n izin atau penolakan izin hMus dapat di -
selesaikan dalam jangka waktu selama-l amanya : 

a . 32 (tiga puluh dua) hari unt.uk Izin Gangguan ter­
hi tun~, sej -:\k tanggal di t erimanya berkas permohonan 
s ecara leng~ap dan benar ; 

b . 6 (enam) ha r i untuk Surat Keterangan Izin Gangguan 
terhi t ung ~.e jak t.anggal di t.erimany-cl berKas per -
mohon~'-'n secara lengkap dan benar 

c . 14 , (empat belas) hari untuk Surat Kete.rangan 
Daftar Ulang Izin Gangguan terhitung sejak tanggal 
d i ter i many('I berkas permohonan secara lengkap dan 
benar ; 

d . 14 (empat belas) hari untuk penolakan Izi n Ganggu­
an . 

Pasal 6 

(1) I zin diber ikan at.as nama Wajib Retribusi dan mereka 
yang menclapat llaknya Karena hukum . 

(2) Pe.nolakan atas permohonan izin disampaikan secara ter 
tulis oleh Sekretaris Wilayah/Daerah at.as nama Kepala 
Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya . 

Pasal 7 

(1) Pet.ikan Surat Keputusan Kepala Daerah dan piagam 
tentang pemberian i z:in di tandatangani oleh Asisten 
Tata Praja dan di terimakan kepada Wajib Retribusi 
lewat Bagian Ketertiban . 

(2) Set.elah me nerima petikan Surat Keputusan dan piagam 
pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini , Wajib Retribusi diharuskan untuk : 

a . memasang piagam i zin pada rmrng/tempat usahanya 
yang mudah dilihat oleh umum 

b . memasang Papan Izin Gangguan di lokasi perusahaan , 
yang mudah dilihat oleh umuw dengan mengindahkan 
ketertiban umum dengan ukuran dan tulisan sesuai 
dengan ketentuan yang dit.etapka n Ke pala Oaerah ; 

c . dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah iz:in diterima 
perusa haan harus sudah mulai kegiatannya ; 

d . membuat. l aporan tahun.an kepada Kepala Daerah me -
lalui Kepal a Bagian Ketert iban menge nai perkemban.9 
.3n usahanya . 

e . menyediakan 
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e . menyediakan alat pemadam api. peralatan PPPK dan 
alat-alat keselamatan lainnya 

f . s anggup menj a ga keoorsi han dan mencegah timbulnya 
g anggua n polusj_ uda ra, air. suara, bau-bauan dan 
lain- lain : 

9 • sanggup mE' nt.aa t. i per5 ya r a t a n - persyaratan lain 
s es uai per a t u r an parundang -und.:\ngan yang ber laku . 

Pa s a l 8 

Pemegang izin diw.3 ' ibkan mengajukan permohonan izin baru 
apa bila ; 

·=" · memperluas t e mMt usaha . rnenamb::th mesin dan atau meng 
a <:fakan ~ r ub,:"ha n cara penge rjaan yang mengakibatkan 
oerubahan t emp<'\ t . ll$~hi'\ ; 

b . menjalanka n l a g i tempat usaha yang telah berhent.i se­
l a ma 4 (empat) t ahun ; 

c. memperbaiki tempat usaha yang telah hancur karena ~.e -
suatu mu s ibah akibat dari suatu kecelakaan yang 
disebabkan oleh si fat perusahaan dan atau pemakaian 
temp.at usaha . 

BAB IV 

PfNARIKAN / PENCABUTAN !ZIN 

(1) Iz.in dapat ditarik/dicabut apabila 

a . atas permintaan pemegang izin itu sendiri: 

b . perusahaan tersebut oolum dijalankan dalam waktu 
yang telah ditetapkan ; 

c . t.idak meng j_ ndahkan peringatan yang diberikan dan 
t i dak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum 
dalam iz:in 

d . ketera nga n per"E,yar.:ttan ternyata tidak sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya ; 

e . menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ke­
tentraman yang tidak dapat diatasi ; 

f . karena pe rkemb-?. ngan wtlay a t, s el)ingg,::\ meng_haruskan 
kepi nda hanny.a ke lokas i lain yang sesua1 dengan 
Rencana Umum Tata Rua ng ; 

g . karena adanva pemi ndahan ha k kepa,ja ahli warisnya 
atau orang lain yang memperoleh hak darinya ; 

h . adanya kepi ndahan tempat usaha k~ ~o kasi lain yang 
d iv.ehet d ak:i. pe r tJs aha.':\ n pemegang 1 2J. n . 

( 2 ) Dengan ..... 
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(2) Dengan ditariknya / dicabutnya izin s ebagaimana di -
maks ud ayat ( 1) Pasal ini, maka Pemegang izin harus 
menghentik,:\n usahanya selambat-lambatnya dalam waktu 
l (sat.u) bulan terhi tung sejak tanggal di terimanya 
Surat Keputusa n pencabutan izin . 

BAB V 

DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN 

Pasal 10 

(1 ) Iz:i n berl .:\ kll selama t.empat usaha mas ih rnenjalankan 
kegiatannya dtingan ketentuan setiap 5 (lima) tahun 
s ekali kepada pemegang izin diwajibkan melalukan 
daftar ul ang dengan dikenakan retribusi sebesar SO% 
(lima pul uh persen) dari tarip sebagaimana diatur 
<Jalam Perat.uran Oaerah ini dan kepada pemegang izin 
diberikan Sunt KE:lt.erangan Daftar lllang Iz i n Ganggu­
an . 

(2) Sebagai pert.imbangan dalam penerbitan Surat Keterang­
an Dafta r lllang Izin Gangguan sebaga i mana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini , oleh Tim Peri zinan diadakan 
pemerik::-.. :\an lapangan guna mengetahui perkembangan 
keberadaa n perusahaan yang bersangkutan . 

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini , diajukan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan se -
belum waktu daftar ulang berakhir dengan dilampiri 
fotocopy petikan Surat Izin lama ,:fan unt.uk daftar 
ulang berikutnya hanya dilampiri surat keterangan 
daftar ulang lama . 

BAB VI 

NAMA , OBYEK DAN SIJBYEK RETRIBUSI 

Pasal 11 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan , dipungut retri -
busi atas pemberian izin Gangguan untuk tempat usaha 
kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat 
menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan . 

(2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian 
izin dari Pemerintah Daerah k8pada orang pr i badi at.au 
badan yang mengajukan permohonan Izin Ga ngguan . 

(3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat. (2) Pasal 
ini, meliputi 

a . pelaya nan pemberian Izin Ganggu.:\n bagi usaha 
industri , dengan rincian sebagai berikut : 

l) usaha industri ; 
2) us.:tha peternakan dan perikanan 
3) usaha perbengkelan 
4) usaha perakitan . 

b. pelayanan pemberian I zin Gangguan bagi u=-.aha per -
tokoan/perdagangan , dengan rincian sebagai ber -
ikut : 

1) usaha 
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l) u::.al1a per tokoan/show room -
2) usaha r umah makan/restoran •; 
3 ) usaha salon kecantikan ; 
4) gedung bi oskop/gedung hiburan/gedunq 
5) hote l/rumah penginapan . -

pertemuan ; 

c. • pe.Lwa nan .:-ierot1eri~,n Ilin Ganggu.3n tiagi usaha 
P.:lsar/pGrgudangan , dengan rincian sebagai be.rikut : 

l ) usah" Pe 1·gu(f2.ngan 
2) pasar ; 
3) ga r .. , s i b.:igi us,:\ l1a C\ llgku t an . 

d . pel-:1ya nan pemberian Iz:in Gangguan bagi usaha 
~-osial . dengan rincian sebagai beri kut 

1) rurn::- h ::.ald t 
2) balai pengobatan . 

( 4 ) Dikecuali kan ,.:l 21 ri obyek re tribusi sebaga1m21na di -
maksud ayat (3) Pasal ini , adalah se.mua usaha yang 
terkena kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan 
(amdal) . 

Subyek Retribusi a,:lalah orang pritiadi atau badan yang men 
d.:\pat.kan fasilitas pelayanan perizinan ganggu-:tn .. 

BAB VII 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Per -
izinan Tertc=.ntu . 

BAB VIII 

CARA MENGUKLIR TINGKAT PENGGLINAAN JASA 

Pa~.al 14 

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan 
tarip lokasi , indeks lingkungan . indeks gangguan dan luas 
ruangan tempat usaha serta jenis usaha . 

&AB IX 

PRINSIP PENETAPAH , STRUKTUR DAN BfSARNYA TARIP RETRIBUSI 

Pasal 1.5 

(1) Prinsip penet apan tarip Retribusi Izin _Gangguan di ~ 
tetapkan menu r ut kondisi lingkungan , indeks lokas1 
dan indeks gangguan sesuai luas ruang tempat. us~ha 
masing-masing untuk mengganti <:-elu r uh at.au sebag1an 
biaya pemberian Izin . 

(2) Retribusi ..... 
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(2 ) Re t.r ibusi I z: i n Ganggua n di t e t.a pkan be r das arkan rurnus 
-sewoai tie r i kut. : 

Pasal 16 

Penet apan ta r i. p r e t. r i bus i seb,:\gaimana d i mak~.ud Pasal 14 
ayat ( 1 ) Pe rat. uran Dae r ah ini, dite tapkan de nga n s t r ukt.ur 
t ,:1 r ip s ebaga i be ri kut : 

TAR IP RE TRI BUSI IZlN GANGGUAN PER HETER PER3EGI 

--------------------------- --- -- ------- -- -------------------------------------------. I TARIP GAHGGlJMf (DLH RUPIAH) I I 

NO.: JENIS USAHA LINGKUNGAN I LOKASI .JALAN I -------------- ---------------I I 

BESAR 3EOANG KEC IL 
--------------------------- ----------- ------------------------------------------- -
1 2 3 4 5 6 7 

--------------------------------------- --------------------------------------------
' ' I I • 
' I I I I 

1.: I OGllf. tri :- Indust ri -,uteri & ko - • 90 , 00 : 60 , 00 : 30 , 00 
I 

lektor primer : I I 

I I 

- kolektor se- 85 , oo : 55 , oo : 27 , 5 
kunder I I 

I I 

- lokal 75 ,oo : 50 , oo : 25 , 00 
I • 
I I 

:-Per t o!rn an/Per - -arteri & ko- I 1.350 , 00 : 900 . 00 : '150 , 00 I 

dagangan leKtor primer : . • 
I I 

:-kolektor se- 1.2so , oo : 825 ,oo : 425 , 00 
I kunder I I 
I I I 

:-lokal 1.125. oo : 750 , 00 : 375 , 00 . I I 
I I I 

:-Pasar/Pergudang :-arteri i. ko- 1.800 , 00 : 1.200, 00 ; 600 ,00 
an ' lektor primer : I I 

I I I 

:- kole!l:tor se- 1.650 , 00 : 1.100 ,00 : 550 , 00 
I kunder I I 
I I I 

:- lokal 1.500 ,00 : 1.000 , 00 : 500 , 00 
I I I I 
I I I I 

:- Per11111k i~an , So-: -arteri &. ko- I 2. 250 ,00 : 1.500 , 00 : 750 ,00 I 

sial dan Per -· lektor prillier : I . 
I I I 

Kantoran :-kolektor ~.e- 2.100 , 00 : 1.375 , 0o : 700 ,00 
• kunder I I 
I I I 

: - lokt1.l 1. 875,oo : 1. 2.so ,oo : 625,00 
• I I I 

I I I I 

2. Pertokoan/Per - :- Indust ri :-arteri &. ko- 1. 350 , 00 : 900 . 00 : 450 , 00 
dagangan I lektor • I I I 

I prime r , I I 

:-kolektor ~e- 1. 2.50 ,00 : a2s,oo : 425 ,00 
I !<under I I 
I I I 

:- l okal .L. 12.5 , 00 : 1so . oo : 375, 00 
I • I I 
I I I I 

:-Pertokoan/Per - :-arter i & ko- 90 , 00 : 60 , 00 : 30 , 00 
dagangan I l ektor pr ime r : I I 

I I I 

:- kolektor ~-e- as . oo : ss , oo : 27 , 50 
I kunder I . 
I I I 

:- lokal 1s , oo : so,oo : 25 , 00 

- Pasar . ... • 
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----------- ------------------------- --- --------------------- ----- - - ·· 1 2 3 ------------------------------- 5 6 7 ---- -------------- ---------------------------!- Pas ar/P~rgudang :-arteri ~ kn- I 1.800 . 00 : 1.200.00: 600 , 00 I an I lektor primer : I 

' 
I I 

:-kolektor 
I I 

~e- I 1.65() , 0() : 1.100 , 00: 550 , 00 I 
I k•m<1er I 

I I 

:-lokal 
I I 

• 
1. soo.oo : 1.000 ,00 ; 500 , 00 

I I 

:-Perm•t l<iifta n. So- : - arteri 
I 

,\ ko - 2.2so.oo : 1. soo , 00: 750,00 
sial dan Per _ , 

lektor primer : ' I I 

' I 

: - kolektor $e- 2 . 100 . 00 : l.375 , 00: 700 , 00 
I kunder I I 
I ' ' 

I 
kantoran : - lokal 1.s1s,oo : 1.2so,oo : 625.00 

I I 
I 

I I 3.: Perg•.rc1angan : - Ind 11s t, r i 
I I 

: -arteri & ko- l. 350, 00 : 900,00 ! 450,00 
I lektor primer ; I 
I I 

:- kolektor se.- 1.250 , 00 : 825,oo : 425,00 
I kunder I 

: - lokal 1.12.5 , 00 : 1so,oo : 375 , 00 
I 

' I I 

' I I ' cl ; - Pertokoa n/Per -: - arteri & ko- 1.800,00: 1. 200,00 : 600,00 
I dagangan I lektor primer: I 

' I I 

!-kolektor se - 1.650 , 00 : 1.100,00 : 550,00 
I k•mder I 
I ' :- lokal 1.soo,00: .L.000,00 ; 500 , 00 
I I 
I I 

-Pasar/Perguda ng :-arteri & ko- 90,00 : 60,00 : 30,00 
an I lel<tor prjmer I I 

I I I 

:- t<olektor se- 8s , oo: ss . oo: 27 , 5 
I kunder I I 
I ' I 

!- lokal 1s , oo : so,oo : 25.00 
I I I 
I I I 

, - Permuldl!lan , So-;-arteri & Im- 2 . 2.so , oo : 1.500 , 00: 750 , 00 
sial dan Per _, lektor primer : I I 

I I I 

kantoran :- kolel<tor se- 2 . 100,00: 1.375 , 00 : 700,00 
I kunder I 
I I 

:- lokal 1.s1s.oo: 1.250 , 00 : 625.00 
I • • ' 
I I I I 

4 - : Sosial - Industri :-arteri &. ko- 900,00: 600,00 : 300 , 00 
! lektor primer : I I 

I I 

- kolektor se- a2s.oo: sso.oo : 275 , 00 
!<under I I 

I I 

- lokal 750.00 : soo,oo: 250,00 
I ' I 

I 
I I 

: -Pertokoan/Per - - arteri !. ko- I ,1so.oo : 300,00 : 150,00 I 

lektor primer : I ' dagangan I I I 

:- l<olektor ~-e - <12.s,oo : 21s,oo : 140,00 
I kunder I 

I I 

: - lokal 37s , oo : 2so.oo : 125,00 
I I ' I 
I I I 

I 22s.oo : 1so,oo: 75,00 ; -Pasar/Perguda ng!-arteri & ko -
primer : ' I 

an I lektor I I 
I 

!-kolektor se- 200,00 : 1110.00 : 70, 00 
I kttnder I 

1as.oo : 12s.oo : 65 , 00 : - 1okal 
' I 

I • I 
I 

90,00 : 60 , 00 : 30 , 00 
: -Perm1Jkiman, So-: -arteri & ko-

I ' sial <1an Per I lektor priwer : I I 
I ss.oo : 27 , 5 

kantor c: n : - !rnlektor s e- 85, 00 : 
I ' I lwnder I I 

I 

1s . oo : so.oo : 25 , 00 
: - lokal 

I I : 

____ : ----------------- · ------- -------- -~--------------------------- ---------------
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Bt➔ B X 

Wilayah pemungvtan retribus i adalah Kabupaten Daerah 
Ti ngkat II Kudus. 

BAB XI 

SAAT RETRIBUSI T[RUTANG DAN 
SUR1 T Pl: NOAFTAH()N OBYEK HETRIBIJ~:;J [)Ar "A !I 

Sa.:1t Ret.rH,1..1~.1 t.cn,tang adalah pada saat. d.i.te.tapkannya 
SKRD at.-:\u dokurnen 1 ,:tin yang diP8rsarnakan . 

(1) Setjap Wa jib Retribusi wajib mengisi SPdORD . 

(2) SPdORD ~-eb-:tgaimana dim::.ksud ayat (lJ p,_1sal ini , harus 
diisi dengan Jelas . oona ,· dan lengk.ap 5erta di tanda­
tangani oleh W~jib Retribusi at.au kuasanya. 

(3) Bentuk , isi dan tatacara pengisian SPclOR[1 ditet.apkan 
oleh Kepala Daerah . 

BAB XII 

TATAC:ARA PENETAPAN RETIUBUSI 

(.l) 13e.rdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal 19 Peraturan Daerah ini , Kepala Daerah menetap­
kan retr1ousi terutang dengan menetapkan SKRD. 

(2) Dalam Ml SPdURD tidak dipenuhi o!ell Wajit> Retribusi 
sebagaim-?\na mestinya , maka di terbi t.1,an SKRD secara 
.jaba tan . 

(.3) Bentuk dan isi SKRD ~-ebagaimana dimaks u,j aya t. (2) di ­
te t apkan oleh Kepala Daerall . 

( 4) Bent.uk dan i si dokumen l-:1in y.:1119 Gli > rsamakan seba­
gai ma na d ima ksu d Pa5a l 19 Perat uran Daerah in1 . 
ditetapkan ole h Kepala Daa rah. 

BAB XIII 

TATACARA PEMUNGUTAN 

Pasal 22 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan . 

(2 ) Hasil ..... 
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, . b in ana <Jirnaks ud dalam 
(2) Has1l pur1guta 11 ret.ribus1 .=·~ aga. ~ t·- ke Kas oaerah 

Pdsal 15 Peraturan Daerah 1n1 , d1 ~e vr . aku . 
sesuai pera turan perundang und,:mgan y<tng be r L 

BAB XIV 

SANKS! ADMINISTRASI 

• • • • A I, bayar tepa t wak tunya Dalam hal W-:\Jlb Retribus1 t1, ... a" mem . d . istrae_i 
a tau kurang membaya r . dikenakan sanks1 . a rni n - . 

( ., -""ii) =et 1 ap t::-iul,='n ctar1 berupa bunga 5ebesar 2 % <.1ua per ::,". ·-· · · 
- tid?. k at :w kurang besarnya re t.r 1ous 1 yang terutang yang · -· ... . 

bayar dan ditagih dengan menggunakan Sura t Tagihan 
Re t ri busi D.:je r ,:\tJ . 

BAB XV 

TATA CARA PEl1BAYARAN 

Pasal 24 

(1) Kepala o.:1erah menentukan tanggal jatuh tempo pembaya.r 
an dan P6nyetoran retribu!:'.,i yang terutang pa ling lama 
JO (tiga puluh) hari setelah saat terutang. 

(2) SKRD , SKROKB , SKRDBKT , STRD at.au dokumen lain yang 
dipersamakan . surat keputusan pemt,e tulan , surat 
keputusan keberatan dan putusan banding yang menye­
babkan jumlah retribusi ycing harus dibayar bertambah , 
harus dilunasi dalam jangka Wdktu paling l.amd 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat 
tersebut ,ji atas . 

(3) Tatacara pembayaran , tempat. pembayaran , penundaan pem 
bayaran retrtbusi diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Daerah . 

BAB XVI 

TATA CARA Pl:.NAGIHAN 

Pasal 25 

(1) Retribus i Y•=ln9 terutang oo rdasa rkan SKRD , SKRDKB , 
SKRDKBT , STRD at.au dokwnen lain yang dipersamakan , 
surat keputusan pembet.ulan . sur.:\t keput.usan keberatan 
dan sura t ke~t~tusan ~~nd~ng yang tidak at.au kurang 
b~yar oleh Wa3 10 Retnous 1 pada waktunya dapat di ta ­
g1h dengan $ Lira t paks,.:c . 

(2) Penagihan ret r i b11.<::i deng~n su r at paks a dilaksanakan 
berdasarka n pe raturan pe rundang-undang.:1n ya ng ber -
hku . 

Pasal 26 

Bentuk- be.ntuk formulir yang di pergunakan unt.uk pe.laksana ­
an penagihan Re.t.r i bus i Daerah ditetapkan ol eh Kepala Dae­
rah . 

BAB XVII .. . . . 
I 

I 

i ' • 

I· 
I 

t.... 

I 
I 

r 
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BAB XVII 

TATACARA PENGURANGAN . KERINGANAN 
DAN Pl: MGEM St.\N HEHU OUSI 

(1 ) Kepa l .:\ [ 1~e ra !1 be rne nang rn e.1mt>e rikan pN1gur angan atau 
pemt,e. 1)~5.3n pemb,3.ya r an r e t. ri bus i. 

(2) Ta t ac.:\ r.3 ci.:\n per5y.:\rat.an pengu r Angan ,:,embe rian ke -
ri nga nan da n pembebasan ret r it)usi sebagaim,:\ na dimak­
s ud ,wc1 t. ( l ) P~sa l i ni . rH te t.ap!-<.an l e tii h l a njut oleh 
Kep.:.'\ l a D.~1:·r .:1.11. 

BAO :<VII I 

Tr4TAC<'\P.A PEMBfTllLAN , Pt l1~1ATAL AN , 
PENGU RA NGAN. KE T~TAPAN DAN PENGHA PUSAN ATAU 

PENGiJR{\NGAN SANKSI (1C>MINISTRA~,I 

Pasal 2 13 

(1) Wajib Retr i bus i dapat me nga juka n pe rmohonan : 

a . r.emhi:> t.11J.-:l.n Sl<Rf.) -:\t.-:\ ll rJol'.•.tme. n J. .:1 in y ang dipersama-
kan y ,1 n •;;i d~l :.:\m penerbi t annyc. t.erdapat kesa lahan 
t ul is , kesalahan hi tung dan atau ke keliruan dalam 
penera 1)~n 1---en., t.ur .:.rn pe r und.:1 n0 - undangan retribusi 
dcti:.! i"an · 

b. pengu r.._'\nga r, at-:1U pemt,atz,l an ~;eta t .:\pan retribusi 
yang tidak trena r 

c . pengur angan atau Penghapusan sanks i administrasi 
be r upa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang 
da li'.\m hal s:~nks i t er<:.ebut •:iil-<enak-7:.n karena ke -
khilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalab 
annya . 

(2 ) Pe r mohon~.n pemtietulan , pengurangan kEl t etapan , peng -
ha pus a n a t au pengur a nga n ~anks i admi nis t rasi dan 
pernbat al a n sebagai mana dimaksud ayat U ) Pasal ini , 
har us dis ampaikan secara tertulis oleh wajib retri -
busi kepada Ke pal.?. Daer-3. h a t au pe.j ab.:1t yano ditunjuk 
s elamba t - lambatnya 30 ( tiga puluh) ha r i seja k t a nggal 
oi t e rim.3 SKHf.1 c. t.~u dotrnmen lain y :~ng dipersamakan 
dengan membe r 1kan alasan yang jelas dan meyakinkan 
untuk men,ju!, unt] perrnohonannya . 

( 3 ) Vepa l a Dae rah atau pa j aba t ya ng ditun j uk 
l (•.:. atu ) t:, u l :.:ir: <::e. j .3. 1-< tanm:ia J d i t er i manya 
mohonan se bagai ma na dima ks ud aya t ( _ ) 
har us ~udah mernbe r i kan kepu t usa n. 

BAB )( JX 

TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pas al 29 

pal ing lama 
su r at. per -
Pasal ini , 

(l ) Waj i b Re t. r ibu:, i dapat mengaj ukan kebe r atan at.as SKRD 
at au dokumen lai n yang dipersamaka n. 

( 2 ) Pe rmohonan .•. .. 

I 
I 
,L. 
I 

j 

I 
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( 2 ) Permohonan ke beratan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal in i . disampaikan s ecara tertul i s dalam Bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-ala<:. .::m y .:\ng jela<:, 
kepada Ke pal~ Daerah a tau pejabat y ang di tunjuk 
selambat- l ambatnya 1 ( sa t u) bulan sej ak tanggal SKRD 
d.?. n STRD . 

(3 ) Pengajuan 
Pasa l i 11 i , 
busi . 

ke be ratan sebagai mana 
t i dak menunda kewaj i ban 

d i m~ks ud ayat (1) 
rnembaya r retri -

(4) Ke.pal a Dae rah -~tau pe j aba t yang di t unjuk dal.'\m jangka 
~aktu pa 1ng Jama 2 (dua) bul an sejak tanggal surat 
permohonan kebe r a t an sebagaimaM dim.:l. ks ud ayat ( 2 ) 
Pasal 1 n j cJi t e r i ma , sur1<ih memberi kan k':lputusan . 

(5) Apabila 5ete. L h j angk.::\ wak t u 2 (dua) t>u lan se.bagai -
mana dimaksud aya t (4 ) Pasa l i n i , Kepala Daerah atau 
pej abat. yang <:llt.unjuk 1.idak memberi kan keput.usan , 
permohon:" n ke.tie r a t an d i angg.:\J) <Hkabulkan . 

BAB XX 

TATACARA PENG HITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 30 

(l) llntuk penghitungan pengembalian kelebi han pe.mbaya ran 
ret r ibusi , Wa j i b Retribusi harus menga j ukan permohon­
an secara ter t.ulis kepada Kepal a Daerah . 

( 2) Ata5 c1asr,, r pe rmohona.n seb,:,ga imana dim.:\ksud ayat (1 ) 
Pasal i n j l<eJ.ebihan remb-?.yaran re.tribus i dapat lang­
sung d i pe rhitungkan terlebih dahulu dengan utang 
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
oleh Kepala Daerah . 

(3 ) At.as permohonan se.bagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 
1m , yang be.rhak at.as kelebihan pembayaran tersebut 
dapat diperhi t ungl<an dengan retribusi . 

Pasal 31 

(l ) Te rhadap keleb.i han pembaya r ~n retribusi y ang masih 
ters i s ,:1, ~-Btel ah di l -:1 kukan perhi tungan seb.agaimana 
dimaksud Pas a l 29 Peraturan Daer ah ini , d i terbitkan 
SKRD paling l ambat 1 (satu) bulan sejak di terimanya 
permohonan s::iengembalian kelebihan pembayaran retri -
bus i . 

(2 ) Kelebihan pemt)aya r an re tri busi seb;:\g~·d mana dimaksud 
ayat (1) Pasa l . ini dikembal ikan ke pada Waj i b Retri -
busi pal i ng l ambat 1 (satu) bulan sejak d i terbitkan 
SKRD . 

Pasal 32 

(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Per -
at.uran Dae r ah ini , diterbitkan bukt i pemindahbukuan 
yang ber laku j uga sebagai buk t i pembaya ran . 

(2 ) Pengembal ian 

.I 
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2

) ~=:~emb,~llan ~ebagaimctna dimaksud Pasa l 30 Peraturan 
1 ah iru , d.tlakul,an dengan menerbitkan Sur at Perin­

tah Membaya r Kelebihan Re t ribusi . 

BAB X~<I 

(1) Hak untuk menagih retribusi maupun de ndanya menjadi 
kadaluwars a s e telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 
t a hun, te rl1i t. un~ s ejak di t erbitka n ~,ura t Tdgi han . 

(2) Kadaluwa rsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasa l ini . tertangguh apabila 

b . ada pengalrn-:rn u ta ng rel:ribusi da ri ~Jaji b Retrit,us i 
baik langs u,·,g maupun t i dak langsung . 

BAB XXII 

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

(1) Piutang retr i busi yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena ha k untuk menagih sudah kadaluwa r sa dapat 
dihapus . 

(2) Kepala Daerah rnenet.apkan keputusan penghapusan pi ­
u tang re t.ribusi ,:1.aerali yang 8Udal1 k-:1.daluw.irsa se -
bag.~ima,,.:i ,jim-:1 !-5ud ayat (l) Pasal ini. 

BAB XXIII 

PELAKSANA DAN PENGAWASAN 

Pasal 35 

(1) Pelaksanaan 6~as Pe raturan Daerah ini dilakukan oleh 
Bagian Keter t iban . 

(2) Pengawasan at.as pelaksanaan Peraturan Daerah ini di 
lakukan oleh Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Dae -
r.ah . 

BAB XXIV 

KETENTIJAN PIDANA 

Pasa1 36 

Pelangga ran te rhadap Pa~al 2 , Pasal 7 ayat (2) , Pasal 8 , 
Pasal 1 0 dan Pasa l 1 6 Pe r a t ura n Daerah ini , diancam 
de ngan pida n, ku -unga n s elama-·lam~::inya 6 (en_am) ~ula~ 
atau ,jen,j .~ 5 13t. j f!•Jgi - t ingginya 4 (e'TlP-::\t.) ~;al1 retribwn 

terutang . 

BAB XXV .... . 

----·-- ··-
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8A8 XXV 

PENYIDIKAN 

Pasal 37 

(l) Penyidik Pegawa i Negeri Sipil di lingkungan Pemerin -
tah _Da_er 3 h dibe r i wewenang khusus untuk melakukan 
pe ny1,j1k,3n tindak pidana di bidang re t. ribus i daerah . 
se. baga ima na di mak s ud dalam Undang-unda ng Nomor 8 
Tahun 1981 te n tang Hukum Acara Pidana . 

( 2 ) Wewenang peny i dik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini. adala h 

a . menerima . me ncari. mengumpulkan d an meneliti ke­
teranga n ata u laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan 
a ta u 1 -:\poran tersebut menjadi lengk.:\ p dan jelas ; 

b . menelit.i, 
mengenai 
perbuatan 
di bidang 

mencari dan mengumpul kan keterangan 
p1·ibadi. a tau badan tentang kebenaran 
ya ng dilakukan sehubungan tindak pidana 
retribusi daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang retribusi daerah ; 

d . memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen -
dokume n lain serta melakukan penyi taan terhadap 
bahan bukti tersebut ; 

e . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 
lain , serta melakukan penyitaan t.erhadap bahan 
bukti terset,ut ; 

f . memint.:\ bant.uan tenaga ahli dalam rangka pelaksan_s! 
an tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah ; 

g . menyuruh be.rhenti dan at.au melarang seseorang me -
ninggal kan r·uangan at.au tempat pada saat pemeriks~ 
an sedang berlangsung dan memeriksa ~denti~as 
orang at.au dokumen yang dibawa sebaga1mana d1 - , 
maksud pada huruf e ; i:-1 

h . memot re t seseorang yang 
pidana r e tribusi daerah ; 

berkaitan dengan tindak 

i . memanggil orang untuk didengar keteranga nnya dan 
diper iksa s e bagai tersangka atau saksi ; 

j . menghentikan penyidikan ; 

· l · yang per lu untuk kelanca r -
k . mel~kukan t1ndaka n ain . . . . d t ribusi 

a n pe nyidi ka n tindak pidana d1 a b1 -~~~a;:a~ yang 
dae ral1 men u rut. peratura n perund ... ng 
oorlaku . 

(3) Penyidi k - · · · · 

' I 
I 
v-
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(3) Penyidik sebagaim3na dim~ksud ayat (1) Pasal ini , 
memberi t,:\hUkM dimulainya penyidik,:rn d,:rn memy.~mpaikan 
Berita rica ra Penyi,jif.,M . kep.:\,i.:\ Penuntut Umum setelah 
be.rkoordi n.:\si deng.:\n Kepolisian Negar.:\ Republik Indo­
ne=.ia =-e:. u,:\i dengan ke ten t.u~'\n yang di a t u r dal ~'\m 
Un~ang- undang Hornor e Tahun 1981 tent.ang Hukum Acara 
Pid1na . 

OM XXVI 

K[TENTUAN PERALIHAN 

Te rhadap usaha yang 5Udah mempunyai izin be rdasarkan Per ­
aturan Daerah sebelumnya masih t.etap oorlaku , maka se -
tel ah diundangkan Peraturan Daerah ini dikenakan retr i bu­
si sesuai ayat ( 1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini . 

BAB XXVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

H.11 - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daer.:\h ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya , akan diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Daerah . 

Pasal 40 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan 
Daerah Kabup.:,ten Dae.rah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 
1 q86 ten tang Pemberian I zin Tempat llsaha , sebagaimana 
diubah tenkhi r dengan Peraturan Daer ah Kabup.~ten Daer ah 
Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1992 dinyatakan tidak 
berlaku l agi . 

Pasal 41 

Peraturan D.:terah ini mulai berlaku pada tanggal di -
und.:1ngk,:1n . 

Agar -=:.etiap orang dapat menget.:\huinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan D,ie rah ini dengan penemp.:\tanny . .:t 
dal.:im Lemb,:iran Dae r ah Kabupaten Daer ah Tingkat II Kudus . 



P E N J E L A S A N 

A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDIJS 

NOMOR 6 TAHUN 1999 

T E N T A N G 

RET RIBU0I IZIN GANGGUAN 

I . PENJELASAN llMUM 

Dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor J.8 Tahun 1997 
ten~an? Pajak Daerah da n Ret ribus i Daerah , yang kemudi an ditindak­
lanJut1 dengan Peratu ran Pemerintah Nornor 20 Tahun 1997 t.entang 
Retribusi Dae rah , serta di pert.egds lagi dengan dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Da l am Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang 
Lingkup dan Jenis -jenis Re tribusi Daerah Tingkat I dan Daerah 
Tingkat II , maka Peme rint..=' h Kabupat.en Daerah Tingkat II Kudus 
perlu menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Pe rat.uran Daerah 
yang meng.~tur ten tang Pajak Daer ah ,jan Retribusi Dae r ah . 

Perat.uran Daerah yang harus segera disesuaikan materinya 
diantaranya adalah Pe raturan Daerah Kabupaten Dae r.::\h Tingkat II 
Kudus Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha 
sebagaimana diubah t e rakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kudus Nornor 8 Tahun 1992 . 
Adapun materi yang paling pokok ha rus diutaah adalah yang mengatur 
tentang obyek retribusi dan t.atacara pemungutannya . 

Berti tik tolak pada masalah t.e r sebut. , mal<a disusunlah Per -
aturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan . 

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s . d 3 ayat (1 ) 
Pasal 3 ayat (2) huruf 
a , b, c , d dan f 
Pasal 3 ayat (2) huruf 
e,g , h, i dan j s . d Pasa l 7 
Pasal 8 

Pasal 9 
Pasal 10 ayat ( 1) 

Pasal 10 ayat (2) s . d 
Pasal 11 ayat (2) 
Pasal 11 ayat (3) 
huruf a nomor l 

huruf a nomor 2 

huruf a nomo r 3 

cukup jelas . 
lampiran fotocopy diserta i dengan me -
nunjukkan aslinya . 
cukup jelas . 

Pemegang Izin adalah Wajib Retribu­
s i yang telah mempunyai I zin Gangguan . 
c ukup jelas 
Pengenaan retribusi sebesar 50 % (lima 
puluh pers e.n) dari t a rip retribus i 
din~ ks udkan un t uk mengganti s ebagian 
biaya pembinaan, pengaturan , r.,e ngendali 
an dan pengawas an dalam rangka me.lin -
dungi kepentingan dan ke te r t i ban umum 
5erta pe r l i ndungan a l am unt uk jangka 
waktu 5 (lima) t ahun ber i kutnya . 
cukup jelas 

usaha industr i adal a h kegiatan mempro -
ses at.au mengola h barang dengan menggu­
nakan s a rana dan a tau pe ral a tan. 
u-saha pet.ernakan dan perikanan ada l ah 
usa ha pembud i dayaan t e r nak/ika n da n 
a t.au pengolahan hasi l te r nak/ i kan. 
cukup jelas 

huru f ..... 
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huruf a nomor •1 U<taha perak i tan .ad,da/1 kP.giat,:1n menyusun 
d.:\n . men~rnat>ungk.:tn l.;om po nen - k~rnkpodn~nn 

· · e e k t r o n1 a 
k en - dara an , me s 1n , · f gc i 
sebagai nya sa mpa i da rat ber un J 

dengan t>aik . 
huruf t> , c dan d 
Pasal 11 ayat (4) s . d 
Pasal 15 ayat (1) 
Pasal 15 ayat (2) 

cu lrnp jelas 
c ukup jelas 

yang dimaksud dengan : 

a. RIG adal a h Re t.ri busi I z.l n l.l n.ja ng -
un,jan9 G-:ln '.]gu.:m ; 

b. TL adalah T8rlP Ling~ungan ; 
c . IL adalah Indeks Lokas i ; 
,:L IG "d,:\ lah Indl:lk':'- Ge1nggu.:1n ; 
e . LRTU adal-:th Luas Ruang Tempat usaha . 

Pa~.al 16 ~e rdasarkdn Undang- undang Nomo r 18 Tahu~ 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retr1t>us1 
[l~erah, prinsip dttn sa8-:1 rr1n da Lam penP✓-· 
tap.an t a rip Retribusi Per i zinan Tertentu 
did.3sarkan pada tujuan unt.uk melakukan 
,::,engaturan , r.,engendalian dan pengawasan 
atas kegiat.an pemanfaatan ruang , peng -
gunaan sumber day.:1 ai.:,m . barang , pra -
sarana, sarana atau fasili tas tertentu 
guna meli ndungi l<epentj_ ngan um um dan 
menjaga kelestarian lingkungan . 

Memperhatik.in hal ter':,ebut di at.as . mal<a 1.1ntuk ,:ienetapan besarnya 
Tarip Retribusi Izin Gangguan di tetapkan dengan rumus sebagai 
berikut. : 

RIG= TL X IL X IG X LRTU 

Retribusi Izin Gangguan dikenakan tarip menurut kondisi lingkung­
an , indeks loKasi dan indeks lingkungan , se.ibagai berikut 

I . Tarip Lingkungan (TL) ,ji tetapl<an ~ebag,1i t>erHrnt : 

a) Untuk usaha industrl 

NO . 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 

JENIS LINGKUNGAN 

Lingkungan i ndustr i 
Lingkungan perdagangan/pertokoan 
L~ngkungan pasar dan pergudangan 
L1ngkungan pe rmuk i man , sosial dan 
oorkantoran 

b) Untuk usaha i:,e ;dagar,9.:in / pertokoan 

NO . 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 

JENIS LINGKUNGAN 

Lingkungan industri 
~~rigkungan r.ierdagangan/pe r k.~ntor an 

~ngkungan Pa':.ar dan pergudangan .. 
L1ngkungan P8rmukiman , sosj_~J -d :-i n 
P0rkantoran · · · ' 

/

Rp . 
Rp . 

I 
Rp . 

, RP . 

TARIP 

10 , 00 
150 , 00 
200 , 00 
2.50 , 00 

TARIP 

150 , 00 
10 , 00 

200 , 00 
2 50 , 00 

c) Untuk ..... 



• 

- 3 -

c) Untuk usaha oorgudangan da n pasar 

NO . 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 

JENIS LINGKI.INGAN 

lingkung,':\n in,jus t.r i 
t~ngkungan perdagangan/pertokoan 

1ngkung-:\n p,:>,5ar roan per']udang.irn 
L1ngkungan pe rmuhiman , sosial dan 
OOrkantoran 

d) Untuk usaha yang be r <.: .. · fa t sosial 

- --- -- - -~-~ 
NO . JENI S LHIGKUNGAN 

l. lingkungan industri 
2 . Li ngkungan p e rdanangan/ pe. rk.,rn tor an 
3 . Li ngkungan P-,"\ ::,a r ,jan pergudangan 
4 . Lingkungan permukiman , sosial dan 

perkantoran 

2 . Untuk Indeks Lokasi ditetapkan sebagai be r ikut 

NO . JENI S LOKASI 

l. Jalan .3rt.eri & kolektor primer 
2 . Jalan kolektor seklmcler 
3 . Jal<?.n lokal 

3 . Untuk Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut 

NO . JENIS GANGGUAN 

l. Gangguan besar 
2 • Ga ngguan sedang 
3 . Gangguan kecil 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

TARI P 

1.50 , 00 
200 , 00 

.L0 , 00 
2.50 , 00 

TARIP 

100 , 00 
50 , 00 
25 , 00 
10 , 00 

INDEKS 

7 
~ 

2 , 75 
2 , 5 

INDEKS 

T 
,.J 

2 
l 

Perhitungan tarip Re. tri bus i Izin Gangguan ditetapkan sebagai ber -
ikut : 

l . Untuk usaha industr i 

a) di lingkungan in.:jus tr i . 

l) llntuk usaha yang ber ada di ja.lan .:\rte.ri dan kolektor 
prime r 

dengan i ndc l<s gangguan be~.ar, ta rip per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X 3 = Rp . 90 , 00 

dengan i nde ks gangguan sedang . tar i p per rn2 
Rp . 10 , 00 X 3 X 2 = Rp . 60 , 00 

dengan i ndeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X 1 = Rp . 30 , 00 

2) Untuk ..•.. 



2 ) llntl1k llSaha 
Yann be.rad<\ d . . l 1 Ja an kolektor sekunde.r : 

- dengan indek~ 
RP . 10 ,00 x 2- 7~a nggu~n bes~r, tarip per m2 

' x 3 - Rp . SL, 50 dibulatk~ n R p . 85, 00 
deng . n i nde~s 
RP . 10 oo ~- ga nggua n sed~no, ta r i~ per m2 : 

• ~ L. 7 5 ~ 2 = Rp . 55 . 00 

- dengan i nd k 
RP . 10 00 x e s7ga ngguan kecil . tarip per m2 

' •- • X 1 = Rp . 2 7, 50 

3 ) IJn t1..1k l.1$~h-:\ y ano_. '""'"'r ... - lo -4 . j l J k 1 I, ' , :, _, (A•. , I ,<]. _; .;tn .0 ,:\ . . : 

- dengan indeks ganggu,:m l-ie~--:tr, ta rip per m2 
RP . 10,00 X 2 ,5 X 3 = Rp.75,00 

- dentJan inde ,s ga ngg u . .:rn s 8d,'..' ng, t.~rip per m2 
Rp . 10,00 X 2 ,5 X ~ = Rp . 50,00 

- dengan indeks gangguan kecil . tarip per m2 
Rp . 10,00 X 2 , 5 X 1 = Rp .25 , 00 

b . di lingkungan pertoko.=-.n / perdagangan 

1) IJnt.uk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor 
primer : 

- dengan indeks g a ngguan besar . tarip per m2 
Rp . 150,00 X 3 X 3 = Rp . 1 . 350 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 150,00 X 3 X 2 = P.p . 900 , 00 

- dengan inde ks gangguan kecil . tarip per m2 
Rp . 150,00 X 3 X 1 = Rp . 450,00 

2) lint.UK usaha yang berada di jalan kolektor sekunder 

- dengan indeks g-i:\ngguan be~-.ar . ta rip per m2 : 
Rp . 150,00 X 2 . 75 X 3 = Rp . 1 . 237 , 50 
dibulatkan Rp . 1 . 250 . -

dengan indel<s gangguan sedang . tarip per m2 
Rp . 150,00 X 2 . 75 X 2 = Rp . 825 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , t.arip per m2 : 
Rp . 150 , 00 x 2,75 x l = Rp . 412 , 50 dibulatkan Rp . 425 , 00 

.3) Untuk usaha yang bera da di jaJ.3.n Lokal : 

ctengan indeks gangguan besar . tarip per m2 
Rp . 150 , 00 X 2 , 5 X 3 = Rp . 1 . 125 , 00 

- dengan indeks ga nggua n s eda ng , tarip per m2 : 
Rp . 150 , 00 x 2 , 5 ~ 2 = Rp . 750 , 00 

dengar. :i. ndeks ga ng<;iuan J<eci l . tariP per m2 
Rp . 150 , 00 X 2 , 5 X 1 = Rp . 375 , 00 

c . di l i ngkungan .... . 
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c . di lingkungan pasar dan pergudangan : 

1) llntuk us.aha yang berada di jalan arter i dan kolektor 
primer 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 : 
Rp . 200 , 00 X 3 X 3 = Rp . 1 . 800 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang , tariP per m2 
Rp . 200,00 X 3 X 2 = Rp . 1 . 200 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 200,00 x 3 x l = Rp . 600,00 

2) llntuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 : 
Rp . 200,00 X 2 , 75 X 3 = Rp.1 . 650 , 00 

dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 
Rp . 200,00 X 2 , 75 X 2 = Rp . 1 . 100 , 00 

dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 75 X l = Rp.550 , 00 

3) tJntuk usaha yang berada di jalan lokal : 

dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 x 2 , 5 X 3 = Rp . l.500 , 00 

dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 5 X 2 = Rp. 1 . 000 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 5 X 1 = Rp . 500 , 00 

d . di lingkungan permukiman , sosial dan perkantoran : 

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor 
primer 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 3 X 3 = Rp . 2 . 250 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 3 X 2 = Rp . 1. .500,00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 3 X l = Rp . 750,00 

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 : 
Rp . 250 , 00 X 2 , 75 X 3 = Rp . 2 . 062,50 
dibulatkan Rp . 2 . 100 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 2 , 75 X 2 = Rp . 1 . 375 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 2 , 75 X 1 = Rp . 687 , 50 
dibulatkan Rp . 700 , 00 

3) lint.Uk ..•.. 
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3) llntu 

u~.aha yanri_ ... -r d di j 
~~ a a . alan loka l : 

- deng.:\n iMek~. gangguan besar , t.arip per m2 
Rp , 2so OO ~ 2 , 5 X 3 = Rp . 1 . 875 , OO 

- dengan indeks gangguan sed,:\ng . tMip per rn2 
RP .200 , 00 x 2 5 2 R 1 ? ~ X - p . . >-J◊ . 00 

- dengan indeks gangguan kecil , t.arip per m7-
Rr . 200 , oo ~ ? , s < 1 = R~ .6~5 , O0 

2 • Unt.uk u~.ah.J po rtokoan / per,jagang-:111 

a) di lingkungan industri . 

1) Untuk usaha yana be rada di jalan drterj_ dan kolektor 
primer 

dengail indeks gangguan besar . tarip pet· m2 
Rp . 15O , OO X 3 x 3 = Rp . 1 . 350 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 1so , oo x 3 x 2 = Rp _qoo . oo 

- denqan indeks gangguan kflcil , t..:ir:i. p per m2 
Rp . 150 , 00 X 3 x 1 = Rp.450 , 00 

2) Unt.uk usaha yang berada di jalan kolt!ktor sekunder : 

- dengan inde.ks g~ngguan besar , tarip per m2 : 
Rp . 15O , OO X 2 , 75 X 3 = Rp . l . 237 , 5O 
dibulatkan Rp . 1 . 250 , 00 

dengan indei--s gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 15O , OO X 2 . 75 X 2 = Rp . 825 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 : 
Rp . 150 , 00 x 2 ,75 x l = Rp . 412 , 50 dibulatkan Rp . 425 , 00 

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp . 150 , 00 X 2 , 5 X 3 = Rp . 1 . 125 , 00 

- dengan indeks ga nggu-:'\n sedang , tarip per m2 
Rp . 150 , 00 X 2 , 5 X 2 = Rp . 750 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip pe r m2 
Rp . 150 , 00 X 2 , 5 X l = Rp . 375 , 00 

b. di l ingkungan r e rt.o l fJ<i n / 1:ier-:fagr1n9an 

1) Untuk usaha yang berada di jalan arte r i dan kolektor 
pri.m1:1r 

- dengan indeks gangguan besc1.r , ta rip per m2 
Rp . 10 , O0 x 3 x 3 = Rp . 9◊ , OO 

- dengan indeks gangguan sed.:mg . t a ri p pe r m2 
Rp . !0 , O0 X 3 X 2 = Pp . 6O , OO 

- dengan indeks ga ngguan kecil , tarip per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X l = Rp . 30 , 00 

2) Untuk ..... 
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2 ) llntuk usa h.:\ yang berada di j ;\lan kolek tor -:-etwnder ; 

- dengan i nde ks gangguan be s~ r. tarip per m2 : 
Rp . 10.00 X 2, 7 5 x 3 = Rp . 82,50 diDulatk~ n Rp . BS.00 

- dang.an i nde ks gangguan sedang , tarip per m2 
RP . 10,00 X 2. 75 x 2 : Rp . 55.00 

- dengan indeks gangguan kecil. tarip per m2 
Rp . 10,00 X 2,75 X 1 = Rp . 27 , 50 

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal : 

dengan indeks gangguan besar . tarip per m2 
Rp . 10,00 X 2, 5 x 3 = Rp . 75, 00 

- dengan i nde/<.5 g .s ngguan sed,::'\ng . ta rip per m2 
Rp . 10 , 00 X 2,5 X 2 = Rp.50 , 00 

dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 
Rp . 10 . 00 X 2 , 5 X l = Rp . 25.00 

c . di lingkungan pa sar dan pergudangan 

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor 
primer 

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 3 X 3 = Rp . 1 . 800 , 00 

dengan indeks gangguan sedang , tarip pe1· m2 
Rp . 200 , 00 X 3 X 2 = Rp . 1 . 200,00 

dengan indeks ga ngguan kecil, tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 3 X 1 = Rp . 600,00 

2) IJntuk usaha yang berada di jalan kolektor sel<under : 

- dengan indeks gangguan besar. tarip per m2 : 
Rp . 200,00 X 2 , 7 5 x 3 = Rp . 1 . 650,00 

- dengan inde ks g a ngguan sedang, tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 75 X 2 = Rp . 1 . 100,00 

- dengan indeks gangguan kecil. t.ar-ip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 75 X l = Rp . 550,00 

3) Untuk usaha yang berada di ja.lan loka.l : 

- dengan indeks g a ngguan besar, tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 . 5 X 3 = Rp . 1 . 500 , 00 

- dengan indeks g a nggua n s edang , tar i p per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 . 5 >C 2 :: Rp . l.000 , 00 

- dengan indeks gangguan r:e.cil , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 5 X 1 = Rp . 500 , 00 

d . di lingkungan permuk iman , 5osia l dan pe. rkan t.o ,-,.:\n 

1) Unt.uk ....• 
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- d 
Rengan indeks 
P.2so oo 9angguan k~cil . tarip per m2 

, X J X l = RP . 750, 00 
2) llntuk USaha y 

ang berao~ ,ji jalan kol~ l<to r selwnder : 
- dengan ind k 

Rp . 250 00 ~ s o,::t ngguan oosar , ta rip per m2 : 
' 2 75 X J - R ~ 06~ r.o dibulatk • - p ...... r..,;J 

- an RP .2. 100,00 

- den · · gan lndeks gangguan sedang , t.arip per m2 
RP . 2SO , OO X 2, 75 X 2 = Rp.1 . 375 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil . ta rip per m2 
Rp. 2so . oo x 2, 75 x 1 = Rp . 687 , so 
dibulatkan Rp . 700,00 

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal ; 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 2 , 5 X 3 = Rp.1.875 , 00 

- de.ngan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 5 x 2 = Rp . 1 . 250 , 00 

- dengan indeks gangguan ke.cil , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 >< 2 ,5 X .1 = Rp. 625 , 00 

3 . llntuk usaha pasar dan pergudangan 

a) di lingkungan industri . 

1) 1./ntuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor 
primer : 

- dengan in,je!-;s gangguan t>esar . t.:1d.p per m2 
Rp . 150, 00 X 3 X 3 = Rp. l . 350 ,00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 150 , 00 X 3 X 2 = Rp . 900 , 00 

- dengan indeks gangguan kecH , tarip rer m2 
Rp . 150 , 00 X 3 X 1 = Rp . 450 , 00 

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolek tor sekunder : 

- dengan indeks gangguan besa r , tarip per m2 
Rp . 150 , 00 x 2 , 75 X 3 = Rp . 1 . 237 , 50 
dibulatkan Rp . 1 . 250 , 00 

- dengan indek'.:- g.:1ngguan sedang , tarip per m2 
Rp . 150 , 00 X 2 . 75 X 2 = Rp . 825 , 00 

- dengan . .... 
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- dengan · 
R 111deks 9-=lllg u .• 

~-150 . oo )\' 2 7'" •. 9 M kec11. ta rip per m2 
d1bulatkan Rp . A2JrX 1 = RP.41 2.~0 . 

. .. J , 00 

3) llntuk usaha 
Yang .berMa dt jaJ~n 1 ok~l : 

- deng~n ind~kc . 
RP . 150 .oo · ~ 2~ gangguan besar , tarip per m2 

X , 5 X 3 : Rp . 1. 12~, oo 

- dengan indeks - -
Rp 150 O . ~ ganggu,:,.n sedang , tarip per m2 

. ' O ~ 2 ,S X 2 = Rp . 750 , 00 

- d8nga · 
Rp 15 n lndeks gangguan kecil ' ta rir pe r m2 

' O, OO X 2 . 5 X 1 = Rp . 375 ,00 

b. di lingkungan p_r tokodn / perdag.angan : 

l) Un~uk usaha yang oorada di jalan Mteri 
pnmer : 

- dengan in,je f<s ganggtk\n besar , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 3 X 3 = Rp .1. 800 , 00 

- dengan indeks 9<iligguan sedang , tarip per rn2 
Rp . 200 , 00 X J x 2 : Rp . 1 . 200 , 00 

- dengan indei<s gangguan kecil , ta rip per m2 
Rp.200 , 00 x 3 ~ 1 = Rp.600 , 00 

d-:ln lwlektor 

2) IJntuk usaha yang t>erada di jalan kolel<t.or sekunder : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 : 
Rp .200 , 00 X 2,75 x 3 = Rp.l . 650,00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , 75 X 2 = Rp.1 . 100 , 00 

- dengan in,jeks gangguan kecil , ta rip per m2 
Rp . 200 , 00 x 2 , 75 X l = Rp . .550 . 00 

3) IJntuk usaha yang berada di jalan lokal : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp. 200 , 00 X 2 , .5 X 3 = Rp. 1.500,00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 : 
Rp . 200 , 00 X 2 , 5 X 2 = Rp. 1 . 000 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 200 , 00 X 2 , .5 X 1 = Rp . 500 , 00 

c . di lingkungan pasar dan perguaangan : 

1) IJntuk usaha yang berada ,.:1i j<1lan arteri dan kolektor 
primer : 

- dengan indeks gangguan besar , tarip per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X J = Rp . 90 , 00 

- dengan indeks gangguan sed.:1n9 , tarip oor m2 : 
Rp . 10 , 00 X J X 2 = Rp . 60 , 00 

- dengan 
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- denga11 indekc, I • Rp . 10,00 x 7 - gangguan keci l, tarip per m2 
V X 1 = Rp .J0 ,00 

2) l 1nt uk yang di jalan kolektor sekU
nder : 

- deng-::\n inde. k"-Rp . lO 
00 

.. - ~-1 n;rnuan be~-ar , t.~riP rer rn ,. : c: 00 
' X _, 7 ; 3 = P.p . 82 , 50 dibul,3tkan Rp . B:J 

dengan i d-R ' n el<s gangguan sedang , tariP per rn2 
p . 10 CO X ~. 75 X 2 :: Rp . 55 , 00 

· n inde.ks ga nqg1.1. n l<ec il , tariP per rn2 - de.nga · 
Rp . lO , OO X 2, 75 x- 1 = Rp . 27 50 

3) Untuk 

-· deng.:\n inde.ks gangguan t1es~v , t,=t ri P per mZ 
Rp . 10 , 00 X 2, 5 x 3 :: Rp . 75 . 00 

- dengan indeks ga ngguAn s~dang , tariP perm? 

Rp . 10 , 00 X 2, 5 x 2 :: Rp . 50 00 

- ,jengan inde.ks g<\ nggu~'ln Kecil , uriP per rn2 : 
Rp . 10 , 00 x 2, 5 X 1 = Rp .25 ,00 

d . di lingkungan p0rmuk lrn:rn , sosial d.:1n perk-:tntor;,\n : 

) 

• j 
1 

teri dan kolek tor 
1 Untuk us.:\h.:\ yang oerad,:1 d1 a an .:1r · 

primer 
- dengan inde l<S g.:-, ngguan l:;6sar , t,.;'\riP per m2 : 

Rp .2so ,oo x .3 " ~ .-: Rp.2 . 2.so . oo 

- deng,3n i nde.1<5 ~.,,ngguan sedariq . t.a r.i. P r.ie r m2 
Rp . 250 , 00 x 3 x 2 = Rp . 1.soo ,00 

dengan indeKs ganggu,;\n 1<e.cil . ta rip per m2 
Rp . 250 , 00 X 3 K ! = Rp . 750 , 00 

2) Untul< usaM yang ber,:ld.a ,ji jalan Kolek tor sel<Under ; 

- dengan indeks gangguan t>esar , tarip per m2 : 
Rp . 250 , 00 X 2,75 X 3 = Rp . 2 . 062 , 50 
dibulatkan Rp . 2 . 100 . 00 

- dengan indeKs gangg1_1an sedang , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 2 , 75 X 2 = Rp . 1 . 375 , 00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 250 , 00 X 2 , 75 X 1 = Rp . 687 , 50 
dibulatkan Rp . 700 , 00 

3) Untuk usaha yang berada di j .:tlan lokal : 

- dengan indeks gangguan besar . t .. :1rip per m2 

Rp . 250 , 00 X 2 , 5 x 3 : Rp . 1 . 875 , ~0 . 

- den~!n indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp.L~o .oo X 2 , 5 ~ 2 = fin ' ~~o 00 I • ' • .L . L;:J , 

- dengan indeks gangguan kecil t- . 
Rp . 250 , 00 X 2 , 5 X 1 = Rp . 625 : 0◊•:trlP pe r m2 

4 . Untuk ...•. 

"J... 



.,.,,. ,.. 4 - Unt\Jk. 

a) di 

1) 

d . 1 j.uan 
·"rte r i d ,:rn ko.l e ,~tor 

g nggu 
>< v - a n t>es ar 

- RP . 900.00 tar i p Pe r m2 

9 a. ngguan 
x,., _ sectang t 1 ,._ - Rp . · oo.oo • .a r P r-er m2 

9angguan ~~ecil 

2) 
X 1 = RP . 300,00 tarip per m2 

Ya ng b L,1-ad::\ 
- deng:ctn . di j alan kolel< tor '3ekun,jer : 

- J.ndcks RP . loo · · h g a nggua n oo ,00 X 2 ,75 x, = sa r. tarip per m2 : 
v Rp . 825,00 

- <:Senga n i nd I 
Rp 100 00 e ~s g a ngguan e e~mn t • ">< ,., ~· , -'~ 9. .arip pe,- m2 

, . .__ 7 5 X 2 = Rp . 550 , 00 

- denga · R 
1

- n 1ndeks g a ngguan keci.l , tarip per m2 
p . 00,00 X 2,75 X l = Rp . 275,00 

3) lJntuk u saha y~ng ber d . ~ a a d1 ja.lan lokal : 

- ~engan indeks gangguan besar . tarip per m2 
P . 100,00 X 2,5 X 3 = Rp . 750,00 

- dengan indeks gangguan sedang , tarip per m2 
Rp . 100,00 X 2,5 X 2 = Rp . 500,00 

- dengan indeks gangguan kecil , tarip per m2 
Rp . 100,00 x 2,5 X l = Rp . 250,00 

b . di lingkungan pert.okoa n / perd-:\g.;:mgan 

1) IJntuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor 

primer 

- dengan indeks gangguan besar. tarip per m2 
Rp . 50,00 X 3 X 3 = Rp . 450,00 

dengan indeks gangguan sedang . tarip per m2 
Rp . 50,00 X 3 X 2 = Rp . 300,00 

- dengan indeks gangguan l<ecil. ta rip per m2 : 
Rp . 50,00 X 3 X 1 = Rp . 150,00 

2) tJnt.uk usaha yang berada di jalan kolekt.or sekunde r : 

- denga n inde v..s g a ngguan bes.:ff. t a r·i p per rn2 : 
Rp . so.oo x 2 ,75 x 3 = Rp . 41 2 . 50 dibulatkan Rp . 425 , 00 

dengan indeks g ,,wgguan s edang . ta rip per rn2 ~ 
Rp . 50,00 X 2 ,75 X 2 = Rp . 275,00 

· l t · p per· m2 : 
- dengan indeks g a ngguan keci • .ari 

Rp . 50,00 x 2, 75 X l = Rp . 137 , 50 
dibulatkan RP - 140 , 00 3 ) Untuk 
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:S ) IJntuk us ana 
Yang b 

er ,.:tda 
- dRenga n i nde u- di J~l an 10', ~1 · 

P S · I\::, 9a "~• • 
• O, oo x ,, ,- ilgguan h& . 

~ ' ~) ){ J ::: o l -r Sa I' • t,.1 r i n '? 
- "" r, n 71: F J:lE\( ffi , . ~engan . .. .. v ~.oo 

Rp so lndeks 9an . ,oo x 2 5 99uan secta 
• x 2 - R · ng , t a ri p per m2 

- dengan . - P.~so.oo 
Rp S lndeks 9an 

· O,oo X 2, 5 ~ f9~aRn keci1 , t a rip per m2 
c . di lingk P-125 , 00 

un9an Pasa r 
l) llnt.uk Uc, h . va a 

Primer : 

d,, n Perg u<ia nga n 

Yang berada di j a lan a rte ri da n kolektor 

- dengan in,je -
R1) 25 00 -k:::- 9anggua n be~ar t.a r1p n&ir rn 2 ; ... • • X J V - . • .. --· 

,, 0 :: f~p . 2 25 , 0 0 

- dengan i ndeks -
RP . 2S 00 · - 9ct ngguan sedang , tarip per m2 

' X J X 2 = Rp . 150 , 00 

- deng · 
an lndeks gangguan kecil . t.ar i p per m2 : 

Rp . 25 .00 X J x l :: Rp . 75 , 00 

2
) Untuk usaha y.3ng berada di jalan kolektor sektmder : 

- (1engan inde ks ga ngguan besar , ta rip per m2 : 
Rp . 2s . oo x 2, 75 x 3 :: Rp . 206 , 25 dibulatka n Rp . 200 , 00 

- dengan indeks ga ngguan sedang , tarip per m2 
Rp . 25 , 00 x 2. 75 x 2 = Rp . 137 , 50 dibulatkan Rp . 140.00 

- dengan indeks gangguan kecil . tarip per m2 
Rp . 25 , 00 x 2 , 75 x l = Rp . 68 , 75 dibulatka n Rp . 70 , 00 

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal : 

tjengan indeks ga ngguan besar . t.arip per m2 
Rp . 25 , 00 x 2 , 5 x 3 = Rp . 187 , 50 dibulatkan Rp . 185 , 00 

- dengan indeks ga ngguan sedang , tarip per m2 : 
Rp . 25,00 X 2 , 5 X 2 = Rp . 125,00 

- dengan in,jeks ga ngguan kecil . ta rip per m2 : 
Rp . 25 , 00 x 2 , 5 x 1 = Rp . 62 , 50 dibulatkan Rp . 65 , 00 

d . di lingkungan permuk i man , sosial dan perkantor an : 

1) Untuk usaha yang berada di jalan arte r i dan kolektor 
primer : 

- dengan indeks ga ngguan bes a r , t.a r ip per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X 3 = Rp . 90 , 00 

- dengan indeks ganggua n s e dang , t a r1p per m2 
Rp . 10,00 X 3 X 2 = Rp . 6 0 , 00 

- dengan indeks ga ngguan l<e c il , ta ri p per m2 
Rp . 10 , 00 X 3 X 1 = Rp . 30 , 00 

2 ) Untuk ... .• 
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2 ) llnt\.1k \.15aha yan9 t,e rad ct di jalan kolek t.or sekunder : 

- dengan indeks gangguan bes M , tarip per m2 
RP . 10,00 X 2, 75 x 3 = Rp . 82 , 50 dibulatkan Rp . 85 , 00 

- dengan indeks gangguan sedang . tarip per m2 : 
Rp . 10 . 00 x ~. 75 2 = Rp . 55 , 00 

- dengan indeks ga11\_J9uan ke.cil , t.arip per m2 
Rp . 10 00 x 2 , 75 X l = Rp . 27 . 50 

3) Untuk usaha yang berada di j alan lokal : 

- dengan indeks gangguan besa r , t.arip per m2 
Rp . 10 , 00 X 2,5 X 3 = Rp . 75 , 00 

dE.ngan indeks. gangguan sedang , _.a rip per m2 
Rp . 10 , 00 X 2 , 5 X 2 = Rp.50 , 00 

dengan indeks gangguan l,ecil , ta rip per m2 
Rp . 10 , 00 X 2, 5 X 1 = Rp . 25 , 00 

Pasal 17 s.d Pasal 41 <::ukt1p jelas 

..J 

I 
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